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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESNAS,

PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Memmbang

hwa dengan telah aiuenml-;n‘,'a Kota N’Ictro sebagai Daerah
Otonom, maka dalam penyeien .
mengg_t Puneutan Daerah se

Daerah vang merupakan salah saiu penumjang Pembangunan
Daerah:
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A 59
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:
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b. bahwa Paradigma schat dalam upava mencapai visi Indonesia
schat 2010 merupakan salah  satu  upaya Penunjang
Pembangunan Daerah, yang periu dikeiola secara Propesional
dan dapat dipertangoung jawabkan sehingga pelavanan

Kesehatan dapat dlmanfaatkan dan dinikmati oieh masyarakat
i

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
adan b uiatab scita scsuati dvuéaﬂ Pasal 82 a:yat (..,) Lndang-
undang Nomor 22 lahun 1999, dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah fentang Retribusi Pelayanan Keschatan pada
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

Mengingai : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukum Acara

Pidana (T.embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

[

Undang-undang Nomor23 Tahun 1992 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
T embaran? Negara Nomor 3495);

A aaadn Qa

I\auupatm Dau h Wav I\auan, I\&l pawu Dat; II Lampung
Timur dan Kotamadyva Dati Il Metro (I.embaran Negara Tahun

1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran N Nomor 3825);

4. Undang-undang Nomer 22 1 1
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1
Lembaran Negara Nomor 3839);

9 tentang Pemerintahan
9 Nomor 60,Tambahan

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Iembaran Negara
Noemor 3831);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang
pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negri sipil Penerima Pensiun
serta anggota keluarga;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang
berlakunya standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Menkes/SK/VI11/1993
tentang penyerahan secara nyata sebagai urusan Pemerintah
dalam bidang Kesehatan pada Pemerintah Propinsi di Daerah
Tingkat 1 dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati 1T;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam

Negri Nomor 93 A /Menkes/SKB/11/1996 dan Nomor 17 Tahun

. 1996 tentang Pedoman pelaksanaan pungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan masyarakat;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS
PEMBANTU,PUSKESMAS KELILING.

Aees
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
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Pemerintah ﬁafzrah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom vang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.
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ai yang dibert tugas tertentu di bidang Perpajakan Dacrah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah vang beriaku.

Dinas Neschatan adalah Dinas Kesehaian Koia Meiro.

Puskesmas adalah Unit Pelaksana tehnis Dinas Keschatan Kota Metro yang mert upakan
tempat pelavanan kesehatan dasar ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan

bidan
LJANR L),
Pugkesmas Pembantu adalah Unit pelaksana tehnig Dinag Kesehatan Kota Metro vang

merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar ditangani oleh perawat dan bidan.

Puskesmas Keliling adalah suatu upaya kesehatan dasar vang dilakukan oleh tenaga medis
dokter. dokter gigi, perawat dan bidan diluar gedung Puskesmas, menggunakan kendaraan
roda 4 (empat) atau roda 2 {dua) pada suatu tompat dikclurahan yang jauh dari sarana
kesehatan dan berada di Wilayah Kota Metro.

Bidan adalah suatu badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Badan
Usaha Mialik Negara, Badan Usahan Milik Daerah, perkumpulan, Kongsi, Koperasi,

yayasan, organisasi vang scjenis, lembaga dana pensiun, beniuk usaha iciap. seria beniuk
badan usaha lainnya.

Pelavanan Keschatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter
gigi, perawat dan bidan mulai dari analisa, diagnosa sampai pengebatan terhadap

seseorang dalam upava penvembuhan penvakit.

Rawat Jalan adaiah pelayanan kesehatan terhadap penderiia tanpa menginap.

Raw&t Kunjungan adalah pelayanan keschatan dengan mengunjuingi/mendatangi tempat
inggal penderita.

lindakan Medis adalah pelavanan kesehatan terhadap penderita dengan melakukan
tindakan-tindakan tertentu dibidang medis.

Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan terhadap seseorang vang meliputi tinggi

i =~ =

pa ¥

D'd(ldl'l berai Od(‘ldn ickanan Udrdﬂ unne dan ldmn\’d dimana pd(ld clMIiﬂl\d dlﬂ\ atakan
dengan surat l\uturangan schat oleh dokter puskesmas.
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p. Pemeriksaan pe'}u";“ng Diagnosis (Laboratorium  Sederhana ) adalah suatu upava

pcmcm\saan yang diiakukan terha adap sescoran

aq

una menunjang Diagnosisnya.

[t}

Rujukan adalah pelimpahan fanggung jawab secara iimbal balik atas sesuaiu Kasus aiau
masalah kesehatan kepada vang lebih berwewenang dan mampu secara berjenjang.

Retribusi Pelayanan keschatan Vang selanjutnva disebut Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa pelavanan keschatan dipuskesmas, puskesmas pembantu
3 i P

dan puskesmas kehlmg.

Jasa adalah Kkegiatan Pemerintah Daerah yvang berupa usaha dan pelavanan yang
menyebabkan barang fasilitas atan kemanfaatan lainnva vang dapat dinikmati oleh orang

______ ko

})Ill)dul atau UdudIl

Jasa Umum adal

~ PN A
e} a v
tujuan kepentmgean dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang atau Badan.

| S roaes sconAdlals o H
an |a'a a GiscQidnaii didu Gi
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Vajib Retribust adaiah orang pribadi atau badan vang menurut Perundang-u
' liwaibkan w

5
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viuk melakukan pembavaran Retribugi,

termasuk pu

pemoiong Reiribusi icrieniu.

(R:
=3

Masa Retribusi adalah suatu Jaﬁvna waktu tertentu yig murupakan batas wakiu ’)ﬁgi 'Vajiu
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah vang bersangkutan.

Surat setoran Retribust Daerah vang disingkat SSRI) adalah surat yang digunakan olch
wanh Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke

IRARE ¥ Siig ipm A

Kas Jaerah atau ketempat pembayaran lain vang ditetapkan oleh Kepala Daerai.

IT7INT ™S

Surat Keictapan Retrtbusi Dacerah vang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan vang
menentukan besamya jumlah Retribusi vang terutang.

Surat Ketetapan Refribust Daerah lebih Bavar vang sclanjutnva disingkat SKRDILB

adalah surat keputusan vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumilah kredit Retribusi lebih besar dari pada Relribusx vang terutang atau tidak

Surat Tagihan Retribusi Dacrah vang selanjutnya dlsmOka STRYT) adalah surat urtuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, niengumpulkan dan mengolah
data dan atau Keterangan lainnya dalain rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah sera gl\man tindakan vang dilakukan

1‘1 pcll\‘luu\ rcL&W&i \c_u Sipu, yang aemlyutllya diseb ‘t peﬂ’\’luu\ untuk mencari seita
mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu membua erang tindak pidana dibidang
Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

cn
1
1%

C)

<as Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro,

Retribus:

Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran
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BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

™ “~
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Keschatan dipungut Retribusi pelayanan kescha li
Puskesmas. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling,

Pasal 4
Subyck Retribusi adalah Orang atau Badan vang mendapatkan pelayanan keschatan.
BAB Iii
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelavanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB I
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan Tenis I

rkan Pelayanan, Pemakaian
bahan, peralatan dan obat-obamn

PRINSIP PENERAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUST
Pasal 7

Prin ;ip penerapan  tarif Retribusi jasa pelayanan Leschat untuk  men

sghatan

aammmrzm pemnangunan perawatan, pemerﬂ\saan serta nda}\an

BAB V1
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Sirukiur dan besamya tarii Reiribusi pelayanan keschatan pddd

Pembantu dan Pu@kesmas Keliling, didasarkan atas

s jas
Tiva tarif b Tocin hat cnlenal
Besamn yadi Etil nlu rwannﬂan Kesehatan SCuag

Pushesmas, Puskesmas
ranan Keschatan.

+ .

1
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A. UANG PENDAFTARAN (KARCIS).....ooviiii i ....Rp.100,-

B. RA\\X"IJ&L&\RplOOO,
Terdiri dari :
Lo JasaMedik.................. Rp. 500.-

C. RAWAT I\I\I['\(,Al\
L Transportasi (PP).............................. Rp.4.000,-
2oJasamedik... Rp.1.000,-

....Rp.5.000,-

D. TINDAKAN MEDIK
1. Tindakan medik ringan .................... ...
a. Bahanalatdanobat.......................... Rp.4.000.-
b Jasamedik ... Rp.3.500.-

oo RP.7.500,-

Berlaku untuk tindakan Medik -
Jahitan luka
. b. Insisi Absecs
¢. Sirkumsici
d. Tindik daun telinga
¢. Pemasangan dan pencabutan [UD
f. Pemasangan dan pencabutan inplant
Insici hordiolum
h. Vascektomi

®

o

Tindakan Medik Sedang ...............................
a. Bahanalatdanobat ....................... .. Rp.20.000,-
b. Jasamedik ... Rp.15.000.-

.....Rp.35.000,-

Yang berlaku untuk tindakan medik :
a. Operasi Katarak
b. Pengangkatan Pterigium
¢. Curetage
. d. Vakum Exiratic.

E. TINDAKAN MEDIK GIGI
L. Tindakan medik gigi ringan ............ e GG R 3,000, -
a. Bahanalatobat........................... . Rp. 2.000,-
b Jasamedik ... Rp. 1.000,-

Berlaku untuk tindakan medik gigi :

a. Pembersihan karang gigi (dibawah 10 gigi)
b. Pencabutan gigi sulung

¢. Tambalan sementara

2. Tindakan Medik gigi Sedang ................................ ... ......Rp. 3.000,-
a. Bahanalatdanobat. ................. ... . Rp. 3.000.-
b. Jasamedik ................................... Rp. 2.000,-

Yang berlaku untuk tindakan medik gigi :
a. Pembersihan karang gigi diatas 10 gigi
b. Pencabutan gigi tetap

Insici abses gigi

Tambalan tetap amalgam dan silikat

/e
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. PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEUR KESEHATAN). .. ...........Rp. 2.500,-
a. Bahandanalat ........... ... i i Rp. 1.300,-
b, Jasamedik .. Rpn. 1.000,-

G. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
(LABORATORIUM SEDERHANA) ... ..o ....Rp. 2.500,-
a. Bahandanalat ........... ... ... Rp. 1.500,-
b Jasamedik oo, Rp. 1.000,-
Berlaku untuk pemeriksaan laboratorium :
a. Darah rutin
b. Urine rutin
~ Taens o
v. 1 l_llJ(l
d. Dahak
¢. Malana
{. Gonorhoe

. g. Jamur

'3
h.  Golongan darah
1. Tes kehamilan

H. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE
Besarnya tarif Retribusi untuk  pelayanan pemakaian mobil ambulance agar

berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro 1

Kekavaan Daerah,

al

Pasal ©

an l’
terl 1IN

Bagi peserta PT Askes d ki k

ndak dipungut Retribusi.

eluarga miskin yang memil

(233

BAR VII
WILAY AH PUNGUTAN

Pasal 10

artu

entang Reiribusi Pemakaian

sha

s qu\v

A
J

"
81

3 asth berla

HE

ang Lu,

Retribusi dipungui pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di wilayah

Daerah.

T
H

T
2

BAB VI

SAAT RETRIBUST TERUTANC

Pasal 11

!.

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannyva SKRD.

¥
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam Peraturan daerah ini
disetor secara bruto ke Kas Daerah, melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Jika wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka akan
. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari
besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat
tagihan Retribusi daerah.
BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan
Retribusi harus disetorkan ke kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala

. Daerah.

(3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2
% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
Pasal 14 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum ditetapkan terlebih dahulu
dimusyawarahkan dan disetujuai oleh DPRD.

Pasal 16
(1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan

Daerah ini, harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah diundangkan.
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.

(2) Batas waktu pcmbahamn sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak

Rancangan Keputusan Kepala Daerah diterima.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimalksud ayat (2) belum ada keputusan dari
DPRID, maka Rancangan chulu-san dimaksud dianggap disctujui oleh DPRD.
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lainnva vang sejenis scbagai awal

tindakan, pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam J'ang};a W a}\n 7 (tu',u“ hari setelah tangw surat teguran”per"}gatanfsurat lainnva
S

N

{3) Surai teguran sebagaimana vang dimaksud pada ayal (1) dikeluarkan olch pejabai vang
ditunjuk.

BAB XIII

""I
|
e
i
o
|
<

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN R

Pasal 18

¥

(1) Kepala Dacral dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pongurangan. keringanan dan pembcbasan Retribusi scbagaimana dimaksuc
pada avat (1) dapat diberikan antara lain untuk mengangsur.

(?) Tata cara pengurangan, l\urmoanan dan pcmhwasan Retribusi (lﬂdﬂpl\dn olch I\Lpdld

. Daerah.

BABX1V
KADALUWARSA

Pasal 19
(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah meclampauni jangka waktu 3 (tiga) Tahun
terhitung sejak saal terutangnya Refribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan
Tindak Pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
axuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

AR AN S T SRl AU

jal

langsung.
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BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah

Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
Daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4
(empat) kali Retribusi terutang.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 22
Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan
Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undang yang berlaku.
BAB XVI1
. PENYIDIKAN
Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi
Daerah.
(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut mendapat lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana

Perpajakan Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan lindak
Pidana dibidang Perpajakan Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanb bukti pembubuan, pencatatan
dan dokumen-dohumen lain, seria melakukan penyiiaan ierhadap bahan bukil tersebui.

f MNeminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemvidikan Tindak

Pidana dibidang Perpajakan Daerah.

Me wmh berhenti, melarang sescorang meninggaikan ruangan atau tempat pada saat

eriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen

yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf ¢.

QO

"O

. Memoiret seseorang vang berkaitan dengan Tindak Pidana Peipajakan Daerah.

i. Momanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai torsangka atau

1. Menghentikan Penyvidikan.

k. Melakukan Tindakan lain vang periu uniuk kelancaran Penvidikan Tindakan Pidana
dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum vang dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Penvidik secbagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan
dan menyampaikan hasil Penvidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Kketentuan
vang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara.

BAB XVIil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

ng mengatur 'm.l vang

(>4

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka segala ketentuan va
dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidal

. Pasal 25

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan Pengundangan

Peratumn Daecviah ini dcnﬁan penempatannva dalam Lembairan Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

MOZES HERMAN



